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Menimbang

Mengingat
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KELIMA

o

bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 8 ayat
(2) Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013
tentang  Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah, perlu
memberikan izin operasional terhadap Madrasah Swasta di
lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi
Kalimantan Selatan;

bahwa dalam rangka meningkatkan akses pendidikan
madrasah yang bermutu, perlu memberikan kesempatan
masyarakat melalui organisasi berbadan hukum untuk

menyelenggarakan madrasah  sesuai  dengan  standar

nasional pendidikan;

bahwa madrasah yang tercantum dalam Lampiran
Keputusan ini telah memenuhi persyaratan administratif,
teknis, dan kelayakan yang telah ditetapkan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam hurul a, b dan ¢, periu menetapkan Keputusan
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi
Kalimantan Selatan tentang Pemberian kzin Operasional
Pendirian Madrasah Aliyah Darul ljabah Kabupaten Tanah
Bumbu;

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4301);

Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan
Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
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Numor 137, Tambmban  Lembaman  Negim

Indoticala Noimor 4586);

Srandar Masional Pendidikan {Lembaran Negar £
Indonesia Tahum 2005 Nemer 41, Tambahan Lembarn
Neegira Republik Indonesia Nomor 4496] sebagaimans telah
diubah  heberapa  kali  terakhic  dengan Peraturan
Pemerintai Momor 13 Tahun 2015 tentang Perubshan
Kedur atns Peratiran Pemenntah ¥omar 19 Tahun 2005
tentang Standar Naslonal Peneulikan (Lembaran Kegara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambithan
Lembaran Begar Republik Indonesis Nomor 56701

tah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajih
fefajar (Lembaran Negara Repuhiik Indoncsia Tahun 2008
Nortior 90, Tambahan Lembaran Negira Repubilik Indonesia
Noarrior 4863];

. Feraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang

Peridanaan  Pendidilan  (Lembaran  Negara  Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor %1, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomer 4864];

Peraturan Pemerintal Nomar 74 Tahun 2008 tentang Quru
[Lembaran Megara Republik Indonesia Tahun 2008 Romor
194, Tambahan Lembaran Negar Republik Indonesia
Momior 494 1);

. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 310 tentang

Pengelolaan dan Penyelenggarnan Pendidikan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Namar 23,
Tambahdn Lembaran Negars Republik Indencsin Nomor
5150) sebagaimana telsh divbah dengan Perstumin
Pererintah Nomor 66 Tuhun 2010 tentang Ferubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nernor 17 Tahun 2010 tentang
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahup 2010 Nomor 112,
Tambahan Lembirn Negac Repubilik Indasesia Nomor
5157

_ Peraturan Menteri Pendidikan Sasional Nomor 24 Tahun

2007 tentang Standar Sarane dan Prasarang uniuk
Sekolah Dasar/Madmsan [btidaivah, Sekolah Menenpah
Pertama Madrasah Tsinawivah, dan Sckolah Menengah
Atns/ Madrasah Aliyah:

. Peraturan Menteri Pendidikan %asional Nemer 15 Tahun

2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di
Kabupaten/Kota  sebagaimana  telah  diubah tmienfadi
Peraturan Menter Pendidikan dan Kebudayaan: Nomor 23.
Tahun 2013 teniang Perubabuin ates Persturan Munteri
Pendidikan Nasional Nemor 15 Tahun 2010 feniang
Standar Pelayanin Mininal Pendudikan di Kabupaien/Kota,

Peraturan Menter Agama Nomor 2 Tahun JQ]J tentang
Penpawas Madrasah dan Pengmess Pendidikan Agars
Telam para Sekolih  sebapsimana telah diubah dengan

slandar

pelavanan minimal penvelenggaraan pendidikan dan/fatan hasil
akreditas! sehagaimana dimaksud Diktum KEDUA hurufl b
tidak mendapat peringkat minimal €, maka izin operasional

sehagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dicabut.

¢ Keputusan ini mulai berlaku pada tangeal ditetapkan
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Peraturan Menteri Agama Nomor 31 7
Penibahan Atas Peraturan Menteri A
2012 tentang Pengawas Madrisa
Pendidikan Agama Islant pada Sekolah:

un 2013 d
Nomor 2 Tahun
dan  Pengawas

Pemlu‘ran Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang

Otganisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian

Agama;

12 Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahin 2013 tentang
Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 60 Tahun

2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama

Nomgr 90 Tahun 2013 tentang  Penyclenggaran
Pendidikan Madrasah;

. Keputusan Menteri Agama Nomor 2074 Tahun 1998
tentang Petunjuk Pelaksanaan Pendelepasian Wewenang di
Lingkungan Departemen Agama;

MEMUTUSKAN:

+ KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAK KEMENTERIAN
AGAMA TENTANG PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL
PENDIRIAN ~MADRASAH  ALIVAH DARUL  1JABAH
KABUPATEN TANAH BUMBU,

“ Memberikan izin operasional pendirian madrasah kepada

* madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini,

‘Sctelah jangka wakty 4 tahun, Kepala Madrasah y;
bersangkutan wajib: B T

a. yamp laporan perkembangan madrasah kepada
Kep_s.!a Kantor Kementerian Agama yang memuat paling
sedildt perkembangan jumlah peserta didik, pelaksanaan
kurikulum, pelaksanaan pemenuhan  standar sarana
prasarana, dan pelaksanaan pemenuhan stardar pendidik
tan tenaga kependidikan; dan/atau

b, mengajukan pendaftaran visitasi akreditasi
stkolah/madrasah kepada BAP-S/M sesuai ketentuan
Peraturan perundang-undangan.

? gan madrasah seh dimaksud
dalam Diktum KEDUA huruf a dinilai memenuhi standar
prla)':?ﬂﬂn minimel penyelenggaran pendidikan dan/atau hasil
akreditasi sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA huruf b
mendapat peringkat minimal C, maka izin operasional
sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tetap berlaku,

+Dalam hal perkembangan madrasah sebagei dimak

dalam Diklu'm‘ KEDUA huruf & dinilai ‘zaembnuhi standar
pelaygnan minimal penyelenggaraan pendidikan den/atau hasil
akreditasi sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA huruf b
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TENTANG PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL
PENDIRIAN MADRASAH ALIYAH DARUL
IJABAH KABUPATEN TANAH BUMBU

TENTANG

IDENTITAS MADRASAH YANG DIBERIKAN IZIN OPERASIONAL

Nama Madrasah

‘ Madrasah Aliyah Darul ljabah

(S

Nomor Statistik Madrasah

; 131263100078

il

Alamat Madrasah

| J1. Dharma Praja RT, 04

| Desa/Keiurahan Gunung Tinggi
‘ Kecamatan Batu Licin

| Kabupaten Tanah Bumbu

| Provinsi Kalimantan Selatan

Nama Organisasi Penyelenggara ‘ Yayasan Darul ljabah

1

Akte Notaris Organisasi
Penyelenggara

Nomor 8 Tahun 2013

Pengesahan Akte Notaris
Organisasi Penyelenggara

!
T
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